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GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1574 /BPSDM/2021
TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan seluruh
pegawai secara profesional dan bertanggungjawab, telah
dilaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang
menghasilkan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan pada
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Barat yang merupakan salah satu petunjuk
pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang telah
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Analisis Jabatan Dan Analisis Beban
Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402;



Menetapkan
KESATU

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajeman Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1252);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi BirokrasiNomor 41 Tahun 2018 Tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan
Barat yang terdiri dari Informasi Jabatan dan Peta Jabatan
seluruh jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang
terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

= Rt

Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, merupakan :

a.

Salah satu dasar dalam penataan aspek kelembagaan
khususnya penyempurnaan struktur organisasi dan tata
kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Barat;

Acuan dalam penataan aspek ketatalaksanaan yang
meliputi penyusunan standarisasi sarana dan prasarana
kerja, serta penyusunan tata hubungan kerja Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan
Barat;

Salah satu dasar dalam penataan aspek manajemen
kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi
penyusunan informasi jabatan, penyusunan syarat jabatan
dan standar kompetensi jabatan, penempatan dalam
jabatan struktural dan fungsional, mutasi pegawali,
penilaian kinerja pegawai dan analisis kebutuhan diklat
aparatur serta untuk pemberian insentif;

Acuan dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap

pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 09 Desepnioer 2021

ALIMANTAN BARAT,




LAMPIRAN I

-4 -

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1514 /BPSDM/2021

TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN
2. KODE JABATAN
3. UNIT KERJA
a. JPT Utama
b. JPT Madya

c. JPT Pratama

d. Administrator

e. Pengawas

f. Pelaksana

g. Jabatan Fungsional
4. IKHTISAR JABATAN

5. KUALIFIKASI JABATAN
a. Pendidikan Formal

b. Pendidikan dan
Pelatihan

e Kepemimpinan

e Teknis/Fungsiona
1

Kepala Badan

Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Kalimantan Barat

Memimpin pelaksanaan tugas Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka
merumuskan, mengkoordinasikan,
membina,mengarahkan,menyelenggarakan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di
bidang pengembangan SDM sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan = yang
berlaku agar tugas pokok dan fungsi
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kalimantan Barat agar

dapat terlaksana secara efisien dan efektif.

S1/D 1V

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II

e Diklat Perumusan Kebijakan

o Diklat Organisasi dan Manajemen



15. SYARAT JABATAN

1. | Keterampilan kerja o Keterampilan mengoperasikan komputer
dasar (MS.Word dan Excel)
o Keterampilan dalam mengembangkan
budaya kerja yang baik.
2. | Bakat Kerja e G : Inteligensi
e Q : Ketelitian
e N : Numerik
3. | Temperamen Kerja e D : Kemampuan menerima tanggung
jawab
e R : Kemampuan menyesuaikan diri
dalam kegiatan-kegiatan yang
berulang, atau secara terus
menerus
4. | Minat Kerja e 1b: Kegiatan yang berhubungan
dengan data
e 3a: Kegiatan rutin, kongkrit dan
Teratur
5. | Upaya Fisik Duduk, berjalan, mencatat, melihat,
berdiri, berbicara
6. | Kondisi Fisik
a. Jenis Kelamin Laki — Laki atau Perempuan
b. Usia Minimal 21 Tahun
c. Tinggi Badan Proporsional
d. Berat Badan Proporsional
e. Penampilan Rapi
7. | Fungsi Pekerjaan e D3 | : | Menyusun data
e D4 | : | Menghitung data
e O8 | : | Menerima instruksi

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik

17. KELAS JABATAN : 6
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